
v 
 

ABSTRAK 

Nurul Huda. 2018. Pertimbangan Hakim dalam Beberapa Penetapan Perkara Wali 

Ad{al di Pengadilan Agama. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah M.H.I, (II) Rahman Helmi S.Ag, 

MSI  

Kata Kunci: Wali Ad{al,  Alat Bukti  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hakim 

dalam penetapan wali ad{al di beberapa pengadilan agama, karena dalam penetapan 

tersebut ada yang ditolak dan dikabulkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh 

pemohon. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu pada alat bukti yang diajukan 

ada yang menggunakan surat penolakkan pernikahan dari KUA dan ada yang hanya 

berupa KTP dan kartu Keluarga serta mengajukan alat bukti surat dan saksi akan 

tetapi ditolak karena kekurangan satu orang saksi. Adapun tujuan dari adanya alat 

bukti yang diajukan tersebut dapat menguatkan dalil permohonan sebagai kekuatan 

pembuktian oleh majelis hakim. 

Penelitian ini merupakan penelitian  hukum normatif yang bersifat prespektif 

yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

benar atau salah atau apa yang seyogyainya menurut hukum terhadap fakta atau 

peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan 

pertama, Surat Penolakan pernikahan sebagai alat bukti tertulis berupa akta otentik 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada 

Pasal  9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3). Kedua, seharusnya majelis hakim 

menggunakan aturan hukum terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005 tentang wali hakim tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 2 Tahun 1987 karena ketika ada aturan yang baru, secara otomatis peraturan 

yang lama terhapus atau dicabut. 

Terkait dengan empat penetapan tersebut,  pada penetapan pertama, sesuai 

dengan peraturan mengenai perkara wali ad{al, karena hakim menolak penetapan 

tersebut karena kekurangan alat bukti yang menerangkan keenggan wali tersebut. 

Selanjutnya untuk penetapan kedua, kurang tepat karena hanya menguatkan dalil 

pembuktian persangkaan hakim dan berupa KTP dan Ijazah sehingga kurang tepat 

berdasarkan bukti keenganan wali tersebut. ketiga, telah tepat karena adanya alat 

bukti pengakuan dari wali pemohon sebagai bukti yang mengikat dan membuktikan 

bahwa wali tersebut ad{al dan telah tepat berdasarkan ketentuan peraturan perkara 
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wali ad{al. Sedangkan untuk penetapan keempat, telah tepat karena telah mengajukan 

surat penolakan pernikahan dari KUA sebagai alat bukti tertulis  berupa akta otentik 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.  

Maka berdasarkan keempat penetapan tersebut hakim harus 

mempertimbangkan berdasarkan kekuatan alat bukti untuk pembuktian dengan 

menggunakan surat penolakan pernikahan dari KUA atau adanya pengakuan dari wali 

pemohon. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




